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ABSTRAK

Persetujuan tindakan medis atau informed consent merupakan hal yang
penting dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak terkecuali dalam
pemasangan implant, hal ini tentunya dapat menjadi perlindungan hukum baik
bagi pasien maupun petugas kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
dari aspek yuridis pelaksanaan informed consent sebelum pemasangan implant
sebagai pemenuhan hak informasi terhadap pasien, pemahaman pasien dan
petugas kesehatan terhadap informed consent, serta mengetahui dan memahami
bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam pemasangan implant.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan
yuridis sosiologis. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan akseptor
KB implant, petugas kesehatan bidan dan dokter di Puskesmas serta observasi
proses pemberian lembar informed consent terhadap pasien yang akan melakukan
pemasangan implant oleh bidan/dokter.. Data sekunder terdiri dari peraturan
perundang-undangan, buku dan jurnal.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan informed consent sebelum
pemasangan implant cukup yaitu 64,3%. Hal ini menunjukan bahwa fungsi
informed consent selain menghargai hak pasien juga sebagai alat bukti apabila
terjadi hal yang tidak diinginkan, pemahaman terhadap informed consent dalam
kategori cukup vyaitu 58,3% dan baik 68,8%. Pemahaman akseptor akan
pentingnya informasi yang diberikan sangat penting terkait dengan keputusan
akseptor dalam mengambil keputusan untuk persetujuan informed consent,
pemahaman tenaga kesehatan yang baik sangat berpengaruh untuk bertanggung
jawab dalam melengkapi informed-consent sesuai dengan Permenkes Nomor 97
Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil,
Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan. -Informasi dan formulir informed
consent yang diberikan terhadap pasien sudah lengkap dan sesuai dengan
Permenkes Nomor 290/Menkes/Per/111/2008. Pada sisi lain kelengkapan prosedur
informed consent memberikan perlindungan bagi bidan/dokter pelaksana.
Pemberian formulir informed consent juga berkaitan dengan hukum perikatan
yaitu Pasal 1320 BW yang intinya harus ada kesepakatan antara kedua belah
pihak yaitu dokter dan pasien.

Kata kunci: Informed Consent, Alat Kontrasepsi, Implant, Pusat Kesehatan
Masyarakat
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ABSTRAC

Approval of medical action or informed consent is an important thing in
providing health services, including the implant placement, this of course can be a
legal protection for both patients and health workers. This research aims to find
out and understand the implementation of informed consent before implant
placement as the fulfillment of patient’s right to information, understanding of
patients and health workers on informed consent, as well as knowing and
understanding forms of legal protection for health workers in terms of implant
placement.

The research was qualitative descriptive study with a sociological juridical
approach. Collecting data in this study using primary data and secondary data.
Primary data consisting of interviews conducted with implant family planning
acceptors,as well as observation of the process of giving informed consent sheets
to patients who will do implant placement by midwives / doctors, secondary data
consisting of laws and regulations, books-and journals.

The result of this research showed that the implementation of informed
consent before implant placement was sufficient, namely 64.3%, this showed that
the function of informed consent is not only respecting the patients’ rights but also
as a means of legal evidence if something goes wrong, the understanding of
informed consent was in the sufficient category, namely 58, 3% and 68.8, while
the acceptors’ understanding of the importance of the information provided was
very important related to acceptors' decisions in making decisions to agree the
informed consent, good understanding of health workers is very influential to be
responsible for completing informed consent in accordance with Regulation of the
Minister of Health Number. 97 -of 2014 concerning health services before
pregnancy, during pregnancy, childbirth, and period after delivery. The form of
legal protection for health workers in implant placement in this research, the
informed consent form that provided to patients is complete and in accordance
with Permenkes Number 290 / Menkes/Per/111/2008 and the giving of informed
consent forms related to the contract law, namely Article 1320 BW which in
essence there must be an agreement between the two parties, namely the doctor
and the patient
Keywords : Informed Consent, Contraceptive implants, Community Health
Centers



